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ABSTRACT

Debit agreements between police officers and civilians are essentially legally
binding for both parties, just like ordinary debt agreements, and are regulated by
Article 1754 of the Civil Code (KUHPerdata). Being a police officer does not
eliminate civil obligations. The research questions are: the validity of debt
agreements between police officers and civilians, the liability in the event of default
in debt agreements between police officers and civilians, and the legal resolution
of disputes arising from debt agreements between police officers and civilians. This
thesis is descriptive in nature and the approach used is normative juridical and
supported by empirical juridical data aimed at analyzing the problem by combining
legal materials (which are secondary data) with primary data obtained i the field.
The validity of the debt agreement between members of the Indonesian National
Police and civilian parties is valid under civil law as long as it meets the
requirements for the validity of the agreement according 1o the Civil Code
(KUHPerdata) and If all these requirements are me, the agreement applies as a
law for those who make it (the principle of pacta sunt servanda in Article 1338 of
the Indonesian Civil Code). Responsibility in the event of default in the debt
agreement between members of the Indonesian National Police and civilian parties
can be in the form of fulfillment of performance, compensation, cancellation of the
agreement, andor transfer of risk. The injured party has the right to choose one or
a combination of these legal remedies, which begins with a summons first before
being submitted to court or resolved through alternative dispute resolution methods
such as mediation or negotiation. Legal resolution of disputes arising from debt
agreements between police officers and civilians can be achieved through non-
litigation channels (such as mediation or negotiation) and litigation (through the
courts). If mediation fails, the next step is to file a civil lawsuit (a lawsuit for breach
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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ANGGOTA POLRI DAN PIHAK SIPIL DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Zunaedy Freddyson
(245114157)
Perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil pada dasarnya  mengikat secara hukum perdata bagi kedua belah pihak, sama seperti perjanjian utang piutang biasa, dan diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Status sebagai anggota Polri tidak menghapus kewajiban perdatanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil, bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil, bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Keabsahan perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil adalah sah secara hukum perdata sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Jika semua syarat tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata).  Pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dapat berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan/atau peralihan risiko. Pihak yang dirugikan berhak memilih salah satu atau kombinasi dari upaya hukum tersebut, yang dimulai dengan somasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan atau diselesaikan melalui cara alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau negosiasi.  Penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dapat dilakukan melalui jalur  non-litigasi (seperti mediasi atau negosiasi) dan litigasi (melalui pengadilan). Jika mediasi gagal, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan (gugatan wanprestasi). Penting dicatat bahwa sengketa utang piutang murni merupakan ranah hukum perdata dan tidak bisa dipidana penjara kecuali terdapat unsur penipuan/penggelapan yang bisa dibuktikan. 
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